




 Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti  
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat  
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di  masyarakat. 
Pengertian peran menurut (Soerjono Soekanto,2002: 243),  yaitu peran merupakan 
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.  
Peran adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai 
tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting  sistem sosial yang 
bersangkutan, dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam 
sistem sosial itu. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan 
kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti 
penegakan hukum secara total enforcement, yaitu  penegakan hukum secara 
penuh. (Jhon Salindeho, 1989: 236).  
2.2 Pelayanan Publik 
Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayan, baik dalam bentuk 
barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya menjadi tanggungjawab  
pemerintah. Pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan 
citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara 
internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada 




Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melelui aktivitas orang lain secara 
langsung  (Moenir, 1992 : 16). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 
melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia 
pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi ssebagai 
manusia dan layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota 
organisasi, baik itu organisasi masa tau negara (Hessel Nogi, 2005 : 208). 
Pelayanan diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan  yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan  dan menawarkan kepuasan 
meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Pelayanan 
diartikan memberikan layanan  (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang ditetapkan. Pelayanan adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat oleh penyelengara negara. Negara didirikan oleh publik tentu saja 
dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Menurut (Bharata, 2004: 11) terdapat empat unsur penting dalam proses 
pelayanan publik : 
a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu lauanan 
tertentu kepada konsumen baik berupa layanan penyediaan dan 
penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 




c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oeleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
d. Kepuasan pelanggan, yaitu dalm memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu pelanggan. Hal ini 
sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 
pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 
barang atau jasa yang mereka nikmati. 
Standar pelayanan publik adalahspesifikasi teknis pelayanan yang 
dilakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik, setiap 
penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan publik 
sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 
2.3   Pemerintah Pusat 
Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Presiden 
menjadi pemegang tanggungjawab akhir atas urusan penyelenggaraan dan urusan 
Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang Undang Dasar dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh 
seorang Wakil Presiden yang juga dibantu oleh menteri-menteri Negara, 
Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara berdasarkan fungsi organisasi tentang kependudukan yaitu 




menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database 
kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya 
manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan 
penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana 
Administrasi Kependudukan; 
c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, 
sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; 
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, 




e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, 
sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta 
penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; 
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan database 
kependudukan. 
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; dan 
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
2.4  Pemerintah Daerah 
2.4.1 Pengertian Pemerintahan Daerah 
Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk 
dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. 
Pasal 18 ayat (1) berbunyi : 
“ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi 
dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, 
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-
Undang”.  




“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan 
urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur 
kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Definisi Pemerintahan Daerah di 
dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah 
sebagai berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah 
dikemukakan  diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah 
penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, 
Bupati atau Walikota dan perangkat daerah Kedudukan yang paling tinggi ialah 
jika keberadaan organ dan functie atau kewengannya diatur oleh Undang Undang 
Dasar. Dalam kategori inilah organ negaranya disebut sebagai lembaga yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar dalam kategori ini dapat 
kita sebut adanya beberapa lembaga seperti Gubernur, Bupati, Walikota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada lapis kedua adalah lembaga daerah yang 
dibentuk dan dibubarkan dengan atau berdaarkan Undang-Undang misalnya, 




Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang dibentuk oleh 
DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.  
Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daeerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. Untuk membentuk suatu susunan 
pemerintah daerah-daerah tertentu, pemerintah bernama DPR telah menetapkan 
Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah 
setempat. Dengan pelaksanaanya berdasarkan intruksi Mentri Dalam Negri No. 26 
tahun 1974. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No.32 tahun 
2004 adalah : 
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asa otonomi dan tugas pembantuan. 
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, seperti pelayanan umum dan daya saing daerah. 
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana 
hubungan tersebut meliputi, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan darah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus 




diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta 
meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2007: 37).. 
1.4.2 Fungsi Pemerintah Daerah 
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah 
menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi 
pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :  
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.  
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 
Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  
1.4.3 Asas Pemerintahan Daerah 
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan 
daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu 
negara, yakni sebagai berikut: 




Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana  sistem segala 
kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. 
b. Asas desentralisasi  
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
dalam sistem Negara Kesatuan RepubliK Indonesia 
c. Asas dekonsentrasi 
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi 
vertical wilayah tertentu. 
d. Asas tugas pembantuan 
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daera 
dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota 
dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk 
tugas tertentu. 
2.5  Administrasi Kependudukan  
Ilmu yang mempelajari proses kegiatan kerjasama manusia untuk 
mencapai tujuan yang ditentukan adalah ilmu administrasi. Kegiatan kerjasama itu 
sendiri merupakan gejala yang sifatnya universal, sejak zaman manusia masih 
primitif sampai zaman modern ini. Supaya terjadi kerjasama untuk mencapai 
tujuan, diperlukan proses penggerakan. Proses penggerakan dalam administrasi 




manajemen. Kemudian, agar kegiatan kerjasama tersebut berhasil dengan baik dan 
mencapai tujuan maka dibutuhkan sebuah wadah, kerangka, atau struktur.  
Administrasi adalah salah satu alat umum untuk menggerakkan  atau 
menghidupkan kegiatan sekelompok manusia termasuk alat-alat dan fasilitas, 
yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut  
(Sukarna, 2000 ; 3) mengemukakan bahwa administrasi adalah bertalian dengan 
pelaksanaan kerja, dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
Administrasi menurut (Soenardi, 2003:7) adalah merupakan suatu rangkaian 
kegiatan yang berhubungan erat dengan bagaimana mencari dan mengadakan 
pegawai, mengangkat dan menetapkan pegawai, membina dan mengembangkan 
pegawai, menggaji dan memberhentikan pegawai. (SP. Siagian,2002:11 ) 
menyatakan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang 
manusia atau lebih yang didasarkan rationalitas tertentu untuk mencapai tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
Administrasi adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pegawai-
pegawai yang telah diangkat, ditetapkan, dan digaji yang bekerja berdasarkan 
rastionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Artinya bahawa 
efektivitas organisasi dapat dicapai apabila dalam organisasi terdapat aktivitas dari 
pegawai-pegawai yang telah diangkat dan digaji yang bekerja sama untuk 
bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian dalam 
suatu organisasi apapun. Pencapaian tujuan hanya dapat dicapai melalui proses 
kerjasama dan membutuhkan suatu wadah yang disebut organisasi. Administrasi 




dari sistem administrasi kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data 
penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang 
kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Pengertian administrasi kependudukan 
itu sendiri sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang No. 
24 Tahun 2013 tentang  Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa 
administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan  penertiban 
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. Administrasi kependudukan  antara lain : 
a. Hak Dan Kewajiban Penduduk 
b. Kewenangan Penyelenggara Dan Instansi Pelaksana 
c. Pendaftaran Penduduk 
d. Pencatatan Sipil 
e. Data Dan Dokumen Kependudukan  
2.6 Kebijakan Publik 
 Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy 
memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena 
pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan 
masyarakat dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Kebijakan 
pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. 
(Menurut Werf , 1997) yang dimakasud dengan kebijakan adalah usaha mencapai 




mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistemik 
oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu menyangkut kepentingan 
umum (Abdul Wahab, 2004 : 2).  
 Kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, 
terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk 
mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada 
kepentingan rakyat. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk 
mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan 
dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Berdasarkan 
beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli di atas menunjukan 
bahwa kebijakan publik yaitu : 
a. Sebuah keputusan atau tindakan 
b. Memiliki tujuan tertentu 
c. Dan dilakukan pemerintah 
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan 
dan pejabat-pejabat pemerintahan dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah 
1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan 
yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisis tindakan-tindakan 
pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan 
pemerintah; 4) kebijakan yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 
merupakantindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu bersifat 




melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif 
didasarkan peraturan perundangan yang mengikat. (Aderson; 1975). 
2.7  Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
merupakan  unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas lapangan, 
arti penting UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau 
adalah sebagai suatu lembaga resmi pemerintah kabupaten Bengkalis di tingkat 
kecamatan yang menangani peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang 
dibentuk oleh pemerintah, dengan tugas untuk mencatat, mendaftarkan serta 
membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan 
seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki 
aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan 
maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang 
peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka status kewarganegaraan 
seseorang menjadi tegas dan jelas. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan 
pencatatan sipil dan menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil  




d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 
 Tugas yang dijalankan oleh Kantor Catatan Sipil berikutnya adalah 
administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan : 
a. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk. 
b. Keputusan Mentri Dalam Negri No.2A/1995 tentang Prosedur dan Tata 
Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 
c. Keputusan Mentri Dalam Negeri No.150/1998 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk; 
d. Peraturan Daerah No.1/1998 tentang Penyelenggaraan Penduduk dalam 
Rangka Kotamadya dan kabupaten 
e. Keputusan kabupaten bengkalis No.474/1273/SK/1998 tentang 
Peraturan Menyusul Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-undang No.32 Tahun 
2004 tentang Perintahan Daerah . 
 Maka berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis  No.02 Tahun 
2009, Keputusan Bupati Bengkalis No.24 Tahun 2009, Kantor Catatan Sipil 
mengalami perubahan dan perlusasan tugas menjadi Dinas Kependudukan.  
2.8 Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 
Nomor Identitas Kependudukan merupakan identitas tunggal setiap 
penduduk dan seumur hidup untuk warga negara Indonesia untuk warga asing 
disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap tidak berubah dan tidak 




dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP 
oleh instansi pelaksana yang tempat domisili yang bersangkutan (UU RI Nomor 
23 Tahun 2006: Pasal 16). 
Nomor Identitas Kependudukan pertama kali diperkenalkan oleh 
Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini 
menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi dengan ketentuan 
pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap pada tahun 2011. NIK 
terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari 6 (enam) digit pertama 
kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar 2 digit awal merupakan kode 
provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit setelahnya 
kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hh-bb-
tt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan  nomor urut 
yang dimulai dari “0001”. 
Pengolahan informasi administrasi kependudukan yang akan dikelola 
melalui sistem informasi administrasi kependudukan dalam bentuk database akan 
selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kelurahan. 
Penerbitan NIK Tahun 2010 meliputi : 
i. Pencetakan/ print-out dan distribusi NIK pada 329 Kabupaten/ Kota harus 
selesai akhir Desember 2010, untuk itu perlu diantisipasi dengan : 
a. Pencetakan harus dimulai paling lambat Minggu II Des 2010 




Pusat. Terhadap data kependudukan yang berindikasi ganda, 
pencetakannya dilakukan setelah klarifikasi/pembersihan. 
b. Pendistribusian dilakukan secara paralel dengan penyelesaian 
pencetakan. 
ii. Pencetakan/ print-out dan distribusi NIK pada 329 Kabupaten/Kota harus 
selesai akhir Desember 2010, untuk itu perlu diantisipasi dengan : 
a. Pencetakan harus dimulai paling lambat Minggu II Desember 2010 
terhadap data kependudukan  yang sudah dikonsolidasikan ke 
Pusat. Terhadap data kependudukan yang berindikasi ganda, 
pencetakannya dilakukan setelah klarifikasi/pembersihan. 
b. Pendistribusian dilakukan secara parallel dengan penyelesaian 
pencetakan. 
Pertama kali dicetuskan istilah Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 yang menyatakan bahwa dalam 
rangka pelayanan publik dan pembangunan lainnya, perlu segera dilakukan 
pembuatan nomor induk tunggal dan terpadu secara nasional. Kewenangan 
penduduk berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000 dan Keppres No. 102 serta No. 109 
Tahun 2001 merupakan tugas Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian 
Dalam Negeri. Selanjutnya dalam proses pendaftaran penduduk dimaksud setiap 





Dalam kerangka penataan dan penertiban data dan dokumen 
kependudukan, diperlukan penggunaan teknologi informasi untuk percepatan 
pembangunan dan pemutakhiran database kependudukan secara nasional yang 
terintegrasi. Dalam pembangunan database dimaksud, terdapat prinsip-prinsip 
struktur database yang memuat salah satu elemen data yang ditetapkan sebagai 
kunci akses agar tidak memungkinkan terjadinya data ganda. Elemen data 
dimaksud adalah NIK yang kelak akan diberlakukan sebagai NIN (Nomor 
Identitas Nasional) yang akan meliputi 27 elemen data.  NIK diberikan oleh 
pemerintah kepada setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Melalui NIK 
nantinya kegiatan identifikasi jati diri seseorang dapat dilakukan dengan mudah, 
termasuk pendataan penduduk untuk perpajakan, pemilihan umum, kriminalitas, 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai, dan lainnya. Terkait dengan NIK, beberapa 
dokumen kependudukan bias dibuat dengan lebih efektif dan efisien. Dengan 
NIK, akan dibuat e-KTP yang dilengkapi dengan rekaman sidik jari dan chips). 
Penerapan e-KTP ini akan dilakukan secara ias pada tahun 2011 s/d 2012 dengan 
kelurahan dan kecamatan sebagi pusat pelayanan.Walaupun NIK akan membuat 
administrasi kependudukan serta pembuatan dokumen lebih efektif dan efisien, 
proses menuju NIK dan e-KTP tidaklah sesederhana kedengarannya. Masih cukup 
panjang proses yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri dalam merampingkan 
program besar tersebut. Salah satu yang memakan waktu cukup lama adalah 
pemutakhiran data penduduk. Pemutakhiran data secara biasa dilakukan oleh 
Disdukcapil Kabupaten/Kota bersama aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW 




2.9 Penginputan Data 
Memasukan atau input  adalah  unit  luar yang digunakan untuk 
memasukkan data dari luar ke dalam komputer, contohnya data yang berasal dari  
keyboard atau mouse. Hasil dari data yang di Input akan berubah menjadi 
Informasi. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh 
seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh 
monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Input yang 
diterima dari manusia sangat penting, karena memberikan satu mekanisme 
langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer, sebagian besar data 
awalnya memiliki bentuk yang tidak bisa dibaca oleh mesin dan perlu dilakukan 
entri data oleh manusia (Deni dan Kunkun, 2013: 62). 
2.10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 
 Menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang 
nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal 1 yang berbunyi 
“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang 
administrasi kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 
nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674)”. Pada 
pasal 64 berbunyi : 
(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta 
wilayah NKRI, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat 
tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, 




berlaku, tempat an tanggal keluar KTP-el, dan tanda tangan pemilik   
KTP-el. 
(2) NIK sebagaimana disebut pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal 
untuk semua urusan pelayanan publik. 
(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayan publik dengan 
berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud ayat (2). 
(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas 
yang telah ada digunakan untuk pelayanan publik paling lama 5 (lima) 
tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. 
2.11  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2009  
 Peraturan  tentang administrasi kependudukan sebagaimana yang 
dimaksud pada pasal (1) ayat 31 berbunyi “Nomor Induk Kependudukan yang 
selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas yang diberikan kepada setiap 
penduduk dan bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seorang yang 
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.  
 Terdapat pada BAB III Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan bagian kesatu pasal 23 bahwa Bupati berkewajiban dan 
bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan. 
2.12 Pandangan Islam  
 Prinsip keadian dalam sebuah kebijakan pemerintah dalam monokrasi 




                       
                          
                           
135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan 
kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 
dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.  
 
 Dari ayat tersebut dapat ditarik tiga garis hukum : 
a. Menegakkan suatu kebijakan yang adil adalah kewajiban orang-orang 
yang beriman  
b. Setiap mukmin apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujurnya dan 
adil 
c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang 
menyelewengkan kebenaran. 
Terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan manusia yang merusak 
ekosistemnya maupun manusia yang membuat kebijakan tentang hal tersebut, 
masyarakat mesti mengawal dan menggiring juga dari kebijakan yang telah dibuat 
oleh pemerintah jika ada yang menyimpang maka perlu meluruskan karena Allah 
SWT Berfirman : 
                        
                          




59.  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.(QS An-Nisaa : 59). 
 
Identitas yang ganda sudah tentu menyimpang baik dari hukum negara 
maupun hukum agama, setiap yang terlahir di dunia hanya memiliki satu identitas 
dan hak-hak identitas yang diakui oleh dunia. Adanya nafsu dalam 
menyelewengkan kebenaran identitas untuk urusan tertentu dengan 
menggandakan identitas, atau adanya kebijakan melalui sistem yang 
menimbulkan identitas ganda sudah jelas dipaparkan dalam ayat di atas mengenai 
sebab dan akibatnya.  
2.13 Definisi Konsep 
Definisi operasional merupakan suatu peneliti yang memberitahukan 
bagaimana cara mengukur suatu fokus, untuk dapat melihat konsep yang telah 
dikemukakan di atas maka untuk mempermudah proses penganalisan penilitian ini 
dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami 
penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan  batasan istilah dan penegasan 
judul penelitian serta perumusan beberapa definisi konsep sebagai berikut : 
a. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 
dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. 
Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang 




situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau 
harapan orang lain menyangkut peran-peran (Friedman, M; 1998 : 286) 
b. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 
lain secara langsung, pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 
oleh penyelengara Negara, Negara didirikan oleh publik tentu saja dengan 
tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
c. Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja 
kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka 
mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien 
dan ekonomis 
d. Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk 
menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sehinga dapat tercapai tujuan yang 
diharapkan secara efektif dan efesienserta dapat dengan mudah 
menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang 
ditetapkan, prosedur dapat ditemui disemua lapisan tingkat menejemen 
dan juga di departemen atau bagian-bagian dalam suatu organisasi dan 
juga instansi pemerintahan 
e. Penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia 
f. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau 
lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 




g. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan 
pembangunan dan pembanguna sektor lain 
h. NIK ganda merupakan seseorang dapat memiliki lebih dari satu identitas 
resmi penduduk. Dalam pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan 
administrasi pemerintahan akan menyebabkan sulitnya menginput data 
yang tidak terpadu dengan sistematis database. 
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsure pelaksana 
otonomi daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
2.14  Konsep Operasional 
 Konsep operasional adalah unsur yang memberitahukan bagaimana cara 
mengukur variabel sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa 
saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Sumber dalam 
konsep penelitian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peneliti 
menetapkan beberapa konsep yang diteliti oleh peneliti, yaitu Peran UPTD Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi NIK ganda, untuk 
membantu menganalisa pengertian dalam penelitian maka penulis 
mengopasionalkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas seperti tabel di 




Tabel 2.1 Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Peran UPTD 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dalam 
Mengatasi NIK ganda 
di Kecamatan Mandau 
1. Penyelenggara 
pelayanan publik 
 Merekap, menemukan serta 
mencari informasi kepada 
penduduk yang mendapati NIK 
ganda 
 Mencari, mengumpulkan, 
menghimpun, menstimualsikan, 
mengolah data dan informasi 
penduduk yang mendapati NIK 
ganda 
2. Pelaksana administrasi   Penyusunan prosedur dan kriteria 
pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, pemanfaatan 
database kependudukan, NIK dan 
KTP-el, sumber daya manusia 
pelaksana Administrasi 
Kependudukan.  
3. Mengkoordinasi   Pelaksanaan evaluasi pelaporan 
kebijakan teknis  
 Pelaksaan kebijakan pelayanan 
administrasi 
4. Pendataan dan pelaporan  Menerima pelayanan pengaduan 
(mendapati NIK ganda) 
 Merumuskan proses terjadinya 
NIK ganda 
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2009  
2.15  Kajian Terdahulu 
 Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu 
mendapatkaan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui 




dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir 
peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu : 
1) Merliana Walidia Ningsih, Universitas Islam Negri Riau Sultan Syarif 
Kasim, 2016, “Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang 
Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan 
Hilir”. Permasalahan penelitian ini yaitu penduduk di daerah Rokan Hilir yang 
benyak melakukan perpindahan tempat dari satu ketempat lainnya, namun tidak 
mengurus dokumen perpindahan tempat, hal ini menimbulkan bengkaknya 
pengurusan administratif pelayanan penduduk dalam kependudukan seperti 
pengurursan PLN,  pajak, dan pengurusan pelayanan publik lainnya maka dari itu 
perlu dilakukannya pelaksanaan pengurusan pembuatan surat pindah agar 
terlaksananya administrasi pelayanan publik yang efektif. Dari rekapitulasi 
indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk penyempurnaan 
dari pelayanan terhadap penduduk dikategorikan baik. Dalam penelitian ini 
berkaitan dengan yang ingin saya teliti, tentang NIK ganda yang mana dalam 
proses pengurusan surat pindah juga mencamtumkan NIK namun apabila NIK 
seseorang ganda maka tidak dapat melanjutkan proses dokumentasi surat pindah 
tersebut, dengan  kata lain penduduk yang bersangkutan harus memulai 
pembuatan KK baru yang mencantumkan  NIK untuk mengurus proses 
pembuatan surat pindah, hal ini tentu mempersulit pihak yang bersangkutan dan 
enggan mengurus proses pembuatan surat pindah yang menjadi timbulnya NIK 




2) Fita Melia Sari, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 
2017, “ Analasis Implementasi Kebijakan Pemerekaman E-KTP di Kantor 
Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”.  Permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu KTP kebijakan pemerintah mengenai Kartu Identitas 
Penduduk nasional yang memiliki banyak kekurangan dalm segi pembuatannya 
yang membutuhkan surat rekomendasi dari dan lurah setempat dimana dalam 
pembuatan surat tersebut membutuhkan waktu serta pemenuhan syarat yang 
cukup rumit, setelah itu melakukan pengurusan lanjut di Dinas Pelaksana Teknis 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Juga kartu tersebut baik dari segi fisik agak 
minim untuk menjadi alat transaksi pelayanan publik juga masa berlaku yang 
hanya lima tahun lalu melakukan pengurusan perpanjangan. Penelitian ini 
menganalisis dari kebijakan perekaman E-KTP yang mana hasil tersebut sangat 
baik dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 81,42 %. Penelitian saya 
menyangkut dengan penelitian di atas yang mana dalam mengimplementasikan 
perekaman KTP-el oleh kebijakan pemerintah perlu adanya koordinasi dari 
pemerintah daerah dan pusat untuk data dokumen identitas penduduk agar 
berjalan sesuai dengan ketentuan serta sosialisasi dan komunikasi kepada 
masyarakat dalam perekaman KTP-el. Namun sebagian masyarakat mendapati 
NIK ganda sehingga berdampak kepada masyarakat serta koordinasi yang terjalin 
terhambat oleh adanya data yang tidak valid yang menjadi tertundanya proses 
dokumen identitas tersebut. 
3) Kiki Nur Ayu, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 




Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir”. 
Masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan yang mempengaruhi siklus 
pendapatan daerah, selain permasalahan tersebut tuntutan masyarakat dalam 
pelayanan yang disebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga membuat 
antrean yang panjang dalam pembayaran pajak. Permasalahan waktu pelayanan 
berdasarkan survey dilapangan yangmana masyarakat harus menunggu sampai 2 
jam untuk pengajuan pembayaran pajak, sumberdaya manusia juga 
mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak, pemberian pelayanan yang 
diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dipenuhi dalam bentuk dokumen 
yaitu; KTP yang berbasis NIK, BPKB, STNK, SIM, IMB, paspor serta dokumen 
identitas yang terkait. Dari hasil persentase kumulatif pelayanan pembayaran 
pajak dikategorikan baik berdasarkan rekapitulasi masyarakat. Kaitannya dengan 
penelitian ini yaitu persyaratan administrasi berupa KTP dan dokumen lain yang 
mencantumkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) bersangkutan tunggal, 
namun apabila NIK yang bersangkutan ganda tidak dapat menjalankan proses 
pelayanan pembayaran pajak yang harus melampirkan dokumen identitas tersebut 
pihak yang dirugikan tentu masyarakat karena tertundanya proses tersebut 
mengakibatkan dikenakan denda, maka perlu mengurus dahulu NIK tersebut 
untuk keberlangsungan proses pembayaran pajak tersebut. 
4) Haristianto, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016, 
“Analisis Kualitas Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”. Permasalahan 




kesanggupan ekonomi masyarakat walaupun masyarakat yang memilih sendiri, 
bagi kalangan menengah keatas tentu dapat melasanakan dengan  megah dari 
acara pernikahannya sedangkan masyarakat miskin tentunya ingin melaksanakan 
secara sakral dan dekorasi yang nyaman sehingga menjadi momen tak terlupakan, 
permasalahan lain juga KUA yang tersedia hanya lima kecamatan sedangkan 
kecamatan lain jika melakukan pernikahan harus menumppang dikecamatan 
tetangga, sedangkan yang melakukan pernikahan terus meningkat dilansir dari 
segi biaya masyarakat benyak yang mengeluhkan hal tersebut untuk setor ke KUA 
Rp.700.000 dan untuk biaya transportasi Rp.500.000 disisi lain kecamatan yang 
tidak memiliki KUA menjadi dilema karena akan mengeluarkan biaya tersebut. 
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan di KUA harus 
melampirkan KTP, Akta Kelahiran, foto copy KTP saksi nikah dan dokumen 
terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan di 
Kantor Urusan Agama (KUA) dikategorikan kurang baik berdasarkan persentase 
60% melalui indikator-indikator  yang mendukung. Proses pelayanan pernikahan 
yang dilakukan yang melampirkan identitas tunggal yang bersangkutan ini tentu 
sangat berhubungan erat dengan penelitian penulis yang mana apabila yang 
bersangkutan melakukan proses pelayanan pernikahan yang melampirkan 
identitas ganda tentu proses tersebut tidk dapat dilakukan selain melanggar aturan 
prosedur juga tidak memenuhi syarat dari instansi terkait yang dirugikan hal ini 
adalah kedua pihak, masyarakat dan kantor tersebut. 
 
